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Abstract

In the era of digitalization of science and modern information-communication
technology, the tradition of legal thought (at-turas) among Islamic legal methodological
thinkers (usuliyyin) is increasingly developing in the context of extracting law (istinbat
al-ahkam). However, the thinking of legal methodology itself is considered by them to
have a crisis of methodology in addition to a crisis of paradigm. Meanwhile, various
contemporary legal cases (al-wagi'iyyah al-mu'asirah) continue to emerge that demand
statutory legal certainty. Even the substance of the methodology of Islamic law (usul al-
figh) is considered by a minority, many of which are no longer relevant to the needs of
this modern era. Therefore, as a problem solving to overcome this methodological
crisis, the alternative is to rely on maqgasid asy-syari‘ah, both as a doctrine and as a
method of ijtihad. Because in its application it is not only based on religious texts (al-
Qur'an and sunnah), but searches and excavations behind the text in an effort to
determine and determine legal certainty in every case that occurs. Such application and
implementation has been, is being and continues to be developed by contemporary
Islamic legal methodological thinkers.

Keywords: Magasid asy-syari‘ah, applications, and legal exploration.

Abstract

Di era digitalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi-komunikasi modern
saat ini tradisi pemikiran hukum (at-turas) di kalangan para pemikir metodologi
hukum Islam (usoliyyin) semakin berkembang dalam konteks penggalian hukum
(istinbat al-ahkam). Akan tetapi, pemikiran metodologi hukum itu sendiri dinilai
oleh mereka telah terjadi crisis of methodology di samping crisis of paradigm.
Sementara berbagai kasus hukum kontemporer (al-wdagqi’iyyah al-mu’asirah) terus
mengemuka terjadi yang menuntut statuts kepastian hukumnya. Bahkan substansi
materi metodologi hukum Islam (uso/ al-figh) dipandang oleh minoritas mereka
banyak sudah tidak relevan lagi dengan kebutuhan era modern ini. Karena itu,
sebagai problem solving untuk mengatasi krisis metodologi tersebut, alternatifnya
adalah bertumpu pada magqasid asy-syari’ah, baik sebagai doktrin maupun sebagai
metode ijtihad. Karena dalam aplikasinya tidak saja didasarkan pada teks-teks
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keagamaan (al-Qur’an dan sunnah), tetapi pencarian dan penggalian dibalik teks
dalam upaya menentukan dan menetapkan kepastian hukum pada setiap kasus yang
terjadi. Aplikasi dan implementasi demikian ini sudah, sedang dan terus
dikembangkan oleh para pemikir metodologi hukum Islam kontemporer.

Kata kunci: Magqasid asy-syari’ah, aplikasi, dan penggalian hukum.
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Pendahuluan

Di era globalisasi dan digitalisasi ilmu pengetahuan dan teknologi informasi
komunikasi modern saat ini, para pakar metodologi hukum Islam (usdliyyin) telah
memberikan perhatian serius pada eksistensi magasid asy-syari’ah dalam mengistinbat-
kan hukum, terutama pada kasus-kasus hukum Islam kontemporer, meskipun di era
klasik abad III H. telah menjadi perhatian para ulama, di antaranya Imam at-Tirmizi al-
Hakim (w. 296 H/908 M) yang menulis buku dengan judul “as-Salah wa Magqdsiduha,
‘Ilal al-Ubidiyyah, dan Kitab Isbat al-‘llal”.}

Dalam lintas sejarah perkembangan metodologi hukum Islam (uso! al-figh), term
magqasid asy-syari’ah telah ada berbarengan dengan munculnya hukum-hukum syara’
yang diwahyukan Allah via Malaikat Jibril kepada Rasulullah Saw. Magasid telah ada
ditetapkan dalam nas-nas al-Qur’an dan sunnah, dan terdapat di dalam kandungan
hukum-hukumnya, diketahui dengan cara menggali dari segi kejelasannya (at-zasrih),
indikasi (al-ima’) atau tersirat (al-isyarah)-nya. Usoliyyin dalam praktik istinbat al-
ahkam sering mengacu pada cara-cara Umar bin al-Khattab (w. 23 H), karena ia dinilai
sebagai penggagas konsep magasid asy-syari’ah dengan keahliannya mendialogkan

antara wahyu dan peradaban (wad’i). Dialektika ini sangat intens dilakukan Umar
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disebabkan wahyu bersifat Z/ahiyah yang terbatas kuantitasnya, sedangkan peradaban
bersifat manusiawi yang terus berkembang dan tidak terbatas kuantitasnya.? Tindakan
Umar ini tidak lain sesungguhnya bertolak dari nilai moralitas agama yang diwujudkan
untuk kebaikan dan kesejahteraan manusia di dunia dan kelak di akhirat. Umar sendiri
dalam praktik penggalian hukum melangkah dari al-maslahah al-khassah menuju al-
maslahah al-‘am, atau sebaliknya, yang menjadi landasan pendukung teori magasid
asy-syari’ah.

Pada tataran teoritis-normatif, konsep magqasid asy-syari’ah berkembang pada
abad V-VIII H/XI-XIV M. Pada abad tengah inilah magasid asy-syari’ah telah menjadi
sebuah embrional ilmu. Al-Juwaini (w. 478 H) sebagai pakar wuso! al-figh kontributor
pertama yang mengkonstruk magqasid asy-syari’ah dalam karyanya Al-Burhan fi Usol
al-Figh dengan mengelaborasi ‘illah hukum dalam konteks giyas kaitannya dengan
pokok (al-asl), karena ‘illah merupakan inti dari maqgasid asy-syari’ah sebagai syarat
aplikasi giyas. Qiyas pada dasarnya tergantung pada magqasid asy-syari’ah dari Sisi
perlunya relevansi (al-munasabah) dengan ‘illah. Karena itu, usoliyyin sebelum asy-
Syatibi (w. 790 H) memasukkan magqasid asy-syari’ah dalam pembahasan kitab al-
qivas pada bab tagsim al-‘ilal wa al-usol. Di samping masih menyatu dalam
pembahasan al-maslahah, dan berada dalam bab al-istislah. Seperti terlihat dalam al-
Mustasfa min ‘llm al-Usol, karya Abd Hamid al-Gazali (w. 505 H).?

Perkembangan berikutnya, konsep magqasid asy-syari’ah dengan keadaan masih
mencantol pada pembahasan giyas dan al-istislah, maka di tangan al-Gazali-lah konsep
tersebut berhasil dikonstruk dan dielaborasi menjadi sebuah teori tujuan hukum yang
orisinal. Pada era ulama usoliyyin berikutnya, mereka banyak mengikuti dan bahkan
mengembangkan dari teori maqasid yang telah dikonstruk oleh al-Gazali, seperti ‘Izz
ad-Din bin ‘Abd as-Salam (w. 660 H), at-Tvofi (w. 716 H), dan ulama yang lainnya
hinga sampai pada masa asy-Syatibi (w. 790 H), abad ke 8 H/ke 14 M. la dikenal
sebagai bapak magasidiyyin yang merekonstruksi konsep magqasid asy-syari’ah secara
spesifik, sistematis dan metodologis dalam kitab al-Muwafaqat fi Usol asy-Syari’ah,

atau al-Muwafaqat fi Usol al-Ahkam, yang sebelumnya telah diletakkan embrionalnya

2Lihat, asy-Syahrastani, al-Milal wa an-Nihal (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi wa Auladuh,
1967), h. 199.

*Al-Gazali, al-Mustasfa min ‘llm al-Usal (Mesir: Syirkah at-Tibd’ah al-Fanniyyah al-Muttahidah,
1391 H/1971 M), h. 250.

Page | 347



Magashid Al-Syari’ah ..

oleh al-Juwaini, kemudian dielaborasi oleh al-Gazali, ‘Izz ad-Din bin ‘Abd as-Salam,
at-Tofi, dan termasuk Ibn Taimiyyah (w. 728 H). Akan tetapi, tawaran-tawaran
pemikiran metodologi hukum produk baru yang ditulis asy-Syatibi ini tidak mendapat
respon positif dari para pakar hukum Islam ketika itu, dan bahkan “mengalami
kemandegan panjang seiring dengan stagnasi ilmiah dunia Islam pada umumnya”.* Di
antara faktor penyebabnya adalah kitab Jam’ al-Jawami’ bi Syarh al-Mahalli untuk
rentang waktu beberapa abad yang diberlakukan di Universitas al-Azhar. Padahal masih
banyak kitab metodologi yang lebih baik dari Jam’ al-Jawami®. Lebih jauh terlihat
ketika itu, bahwa dunia Islam, di satu sisi kondisi politik pemerintahan (di Granada dan
Bagdad) tidak kondusif, dan di sisi lain pergulatan pemikiran dan pemahaman hukum
Islam mengalami kemandegan dan kemunduran yang cukup lama, sejak pertengahan
abad IV H hingga akhir abad XIII H/abad X-XIX M.® Baru setelah mencul pembaruan
di dunia Islam (abad X1X M), Muhammad Abduh (w. 1323 H/1905 M) dan dilanjutkan
oleh muridnya Rasyid Rida (w. 1935 M) mewajibkan kepada para mahasiswa untuk
membaca dan mngkaji al-Muwafagat sebagai rujukan metodologi, dan termasuk para
calom hakim dalam melakukan ijtihad dalam konteks istinbat al-ahkam. Sejak saat
itulah hingga abad ke 20 M muncul Ibn ‘Asyor (w. 1329 H/1973 M) sebagai bapak
magqasidiyyin kontemporer setelah asy-Syatibi hingga era sekarang ini menjadi suatu
metodologi penting dan kata kunci keberhasilan berijtihad dalam menggali, menemukan
dan menetapkan terhadap kasus-kasus hukum Islam kontemporer yang terus
mengemuka terjadi.

Dalam tulisan ini yang menjadi fokus kajian adalah bagaimana magasid asy-
syari’ah sebagai teori dan metode ijtihad dapat merespon berbagai kasus hukum Islam
kontemporer yang terus terjadi, dan bagaimana pula aplikasinya terhadap kasus-kasus
hukum tersebut.?.

Pembahasan

Definisi Maqasid asy-Syari’ah

*Yudian Wahyudi, Ushul Figh versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amirika
(Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2010), Cet ke 10, h. 44.

>Fahmi Muhammad ‘Ulwan, al-Qiyam ad-Dardriyyah wa Magqasid at-Tasyri’ al-Islamiyyah
(Kairo: al-Hai’ah al-Misriyyah al-‘Ammah, 1989), h. 16.

6Yoseph Schacht, An Intruduction to Islamic Law (London: Oxford at the Clarendom Press,
1971), h. 70-72.
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Pada umumnya dalam literatur usol al-figh klasik, terminologi magasid asy-
syari’‘ah diuraikan dengan terdiri dari kata “maqasid” dan “asy-syari’ah”, kemudian
diambil dari dua pengertian kata tersebut menjadi suatu definisi maqgasid asy-syari’ah.
Asy-Syatibi (w. 790 H) sendiri sebagai bapak maqadsidiyyin tidak memberikan definisi di
dalam bukunya al-Muwafaqat, jilid 1, juz ke 2. Definisi maqgasid asy-syari’‘ah yang
sudah menjadi suatu term ditemukan dalam literatur-literatur usol al-figh
kontemporer. Karena itu, akan dikemukakan dua definisi yang dipandang cukup Ibn
‘Asylr (w. 1973 M) mendefinisikan dengan term magasid at-tasyri® al-‘ammah, yaitu
makna-makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh asy-Syari’
dalam setiap bentuk penemuan hukumnya. Hal ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis
hukum tertentu tetapi semua jenis hukum sehingga masuklah dalam cakupannya segala
sifat, tujuan umum, dan makna syari’ah yang terkandung dalam hukum, serta masuk
pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan
tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.” Definisi ini menunjukkan sebagai definisi
operasional, konkret, dan bersifat umum yang mencakup semua syari’ah secara
keseluruhan. la juga menambahkan terminologi magdsid asy-syari’ah yang bersifat
khusus, terutama dalam bab-bab mi ‘amdlah, yang didefinisikan dengan kondisi-kondisi
yang dikehendaki oleh syara’ untuk merealisir kemanfaatan bagi kehidupan manusia
atau untuk memelihara keméslahatan umum dengan memberikan ketentuan hukum
dalam perbuatan-perbuatan khusus mereka yang mengandung hikmah.®

Nor ad-Din bin Mukhtar al-Khadimi mendefinisikan magasid asy-syari’ah
dengan makna-makna yang tersirat di dalam hukum-hukum syara’, dan secara hirarkhis
hukum-hukum syara’ itu terdapat makna-makna dan hikmah-hikmah yang bersifat
partikular  (juziyyah), atau kemaslahatan-kemaslahatan yang bersifat universal
(kalliyyah) atau global (ijmaliyyah), dan semua itu terakumulasi pada satu tujuan, yaitu
penetapan penghambaan diri kepada Allah, dan kemaslahatan manusia di dunia dan di
akhirat.®

Dari dua definisi magasid asy-syari’ah tersebut di atas, setelah dikritisi dengan
cermat dapat dikatakan, secara substansial bahwa magdsid asy-syari’ah merupakan
akumulasi dari apa-apa yang telah asy-Sydri’ datangkan dan tetapkan di dalam aturan
hukum-hukum-Nya yang secara kronologis mengandung kemaslahatan-kemaslahatan,
seperti maslahat ibadah puasa yaitu untuk mencapai derajat takwa, maslahat berperang
adalah untuk menolak permusuhan dan memelihara keutuhan bangsa, dan maslahat
perkawinan adalah dapat lebih terjaga penglihatan mata dari sesuatu yang mengandung
dosa, kemaluan lebih terpelihara, dapat melahirkan keturunan, dan memperbaiki
keadaan kehidupan yang lebih baik. Semua kemaslahatan itu merupakan maslahat yang
besar dan tujuan yang universal, sebagai manifestasi dari realisasi ibadah kepada Allah,
kebaikan dan kebahagiaan semua umat manusia di dunia dan akhirat.

Dengan demikian, jelaslah bahwa magqdsid asy-syari’ah ditetapkan asy-Sydri’
bukan semata-mata untuk hukum itu sendiri, tetapi diproduk untuk tujuan lain, yaitu
kemaslahatan. Dengan kata lain, bahwa hukum syara’ itu bukan semata-mata untuk

Tbn “Asyir, Magasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah (Tunisia: Dar Sakhndn an-Nasyr wa at-Tauzi’,
1428 H/2007),, h. 49.

®Ibid.,h. 142.

Ndr ad-Din bin Mukhtar al-Khadimi, ‘Zlm al-Magqdsid ~asy-Syar’iyyah (Riyad: Maktabah al-
‘Abikan, 1421 H/2001 M), h.17.
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kepatuhan, tetapi memiliki tujuan untuk kesejahteraan manusia.’ Muhammad Abu
Zahrah (w. 1974 M) menegaskan bahwa secara substansial tujuan hukum adalah
kemaslahatan, tidak ada satu pun hukum yang disyari’atkan Allah baik yang terdapat
dalam al-Qur’an maupun sunnah, melainkan di dalamnya terdapat kemaslahatan.'!
Kemaslahatan merupakan inti dari magqdsid asy-syari’ah yang perlu dilihat tidak saja
dalam tataran teknis semata, tetapi juga dalam upaya dinamika dan pengembangan
hukum. Hukum-hukum yang disyari’atkan Allah itu ternyata mengandung nilai-nilai
filosofis, karena kajian magasid tidak terlepas dari nilai-nilai kehidupan yang bersifat
umum, dan tasyri“yang bersifat khusus.*?

Cara Mengetahui Magasid asy-Syari’ah

Menurut Ibn Rabi’ah, cara untuk mengetahui magasid asy-syari’ah terdapat
empat cara: 1) Penelitian secara induktif; 2) Menganalisis lafaz amr dan nahi yang jelas;
3) Ungkapan-ungkapan dari setiap perkara syari’ah yang menjadi sarana untuk
mengetahui magdsid, dan 4) Sikap diam asy-Sydri’ dari pensyari’atan sesuatu.™

Keempat cara yang dikemukakan Ibn Rabi’ah di atas, tampaknya lebih bersifat
menguatkan pada apa yang dikemukakan oleh asy-Syatibi . Menurutnya, bahwa cara
memahami dan mengetahui magqdsid asy-syari’ah yaitu ada empat cara: (a) Melakukan
analisis terhadap lafaz perintah dan larangan (mdjarrad al-amr wa an-nahy al-ibtida’i
at-tasrihi). (b) Menganalisis ‘illah perintah dan larangan (i 'tibdr ‘ilal al-amr wé an-
nahyi). (c) Pada setiap persoalan syari’ah itu banyak tujuan (li asy-syari’ah al-maqdsid),
dan (d) Menganalisis terhadap sikap diam asy-Sydri’ dari pensyari’atan sesuatu (as-
sOk(t asy-Sydri’ ‘an sydr’iyyah al-‘amal ma’a qiyami al-ma’nd al-mugtada lah).**
Dalam mendeskripsikan keempat cara (manhaj) ini, ia menjelaskan:

Pertama, melakukan analisis terhadap lafaz amr dan nahy..Cara ini
menitikberatkan pada lafaz amr (perintah) dan nahy (larangan) yang terdapat dalam al-
Qur’an dan sunnah dengan jelas sebelum dikaitkan dengan permasalahan-permasalahan
lain. Maksudnya, makna-makna yang terkandung dalam lafaz amr dan nahy itu
dikembalikan pada makna yang esensial (al-haqiqgi). Dalam konteks ini harus dipahami
sesuatu yang diperintahkan itu dapat diwujudkan dan dilaksanakan. Perwujudan dari
substansi perintah itu menjadi tujuan yang dikehendaki oleh asy-Sydri’. Demikian juga
dengan larangan, harus dipahami menghendaki sesuatu perbuatan yang dilarang itu
harus ditinggalkan. Keharusan meninggalkan perbuatan yang dilarang itu merupakan
tujuan yang dikehendaki oleh asy-Sydri’. Dari sini terlihat jelas terutama bagi mujtahid
untuk dapat membedakan antara perintah atau larangan yang jelas dan esensial (al-
ibtidd’ at-tasrihi), dan perintah atau larangan yang tidak jelas dan esensial (gair al-
ibtida’ at-tasrihi). Perbedaan dan pembatasan kedua lafaz tersebut adalah untuk
menjaga stresing perbedaan kedua lafaz itu sendiri, di samping mana yang mengandung
tujuan yang lain. Misalnya, jika Allah memerintahkan hamba-Nya “dirikanlah salat dan
tunaikanlah zakat”, maka perintah di sini bersifat esensial dan universal sehingga lafaz-
lafaz yang mengandung perintah tersebut dipandang memberikan pemahaman yang

19Syaikh Waliyullah Ibn ‘Abd ar-Rahim ad-Dahlawi, Hujjah Allah al-Baligah (Bair(t: Dar al-Jail,
1426 H/2005 M), Juz ke 1, Cet. ke 1, h. 27.

“Muhammad Ab Zahrah, Usiil al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr, 1377 H/1958 M), h. 366.

?Lihat, ‘Abd ar-Rahman Saleh Babakr, Dirdsah Tatbigiyyah Haul Falsafah al-Magdsid fi asy-
Syari’ah al-1slamiyyah (Al-Jazair: Tagniyyah at-Tiba’ah al-Mahdtidah, 1422 H/2002 M), h. 9.

Bbn Rabi’ah, ‘7lm Magdshid asy-Syari’ (Riyad: Maktabah al-Abikan, 1413 H/2010 M)., h. 115.

¥ Asy-Syatibi, al-Muwafaga fi Usol al-Ahkam (T.Tp.: Dar al-Fikr, t.t.), JId ke 1, Juz ke 2, h. 275-

287.
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jelas (tegas) tentang maksud dan tujuan yang dikandungnya. Berbeda dengan larangan
Allah mengerjakan salat dalam keadaan mabuk (Q.S. an-Nisa’ (4): 43). Larangan
mengerjakan salat di sini tidak bersifat esensial (al-hagigah), tetapi bersifat temporal
(juz’iyyah) sehingga larangan tersebut tidak menjadi syari’ah yang sesungguhnya.
Dalam hal ibadah salat, syari’ah justru memerintahkan mengerjakan salat itu dalam
kondisi tidak mabuk, sejalan dengan perintah secara umum dalam ayat-ayat yang lain.
Artinya, bahwa larangan mengerjakan salat ini, Allah mempunyai maksud lain, yaitu
haramnya mabuk, bukan haramnya salat.

Kedua, Menela’ah i/ldh perintah dan larangan. Cara ini dilakukan dengan cara
menganalisis causa legis (‘illah al-hukm) yang terdapat dalam ayat-ayat al-Qur’an dan
sunnah. Di sini fokus kajiannya adalah, mengapa sesuatu menjadi perintah atau menjadi
larangan syari’ah. Karena eksistensi ‘i/ldh ini terkadang bisa diketahui dengan jelas, dan
terkadang tidak bisa diketahui sama sekali. Jika ‘i/lah suatu perintah atau larangan itu
dapat diketahui dengan jelas, maka secara otomatis syari’ah pun dapat diketahui,
karena ‘illah itu sendiri identik dengan syari’ah. Jika ‘llah itu tidak dapat diketahui
dengan jelas, maka mujtahid harus melakukan tawaqquf (berhenti mencari ‘i/lah dan
menyerahkan hal itu sepenuhnya kepada asy-Sydri’ yang lebih mengetahui magdsid
asy-syari’ah dari pensyari’ahan hukum). Sikap tawaqquf menurut asy-Syatibi
didasarkan pada dua pertimbangan: (1) Tidak boleh melakukan perluasan cakupan pada
apa yang telah ditetapkan nas (ld tata’addi al-mansiis ‘alaih). Karena upaya melakukan
perluasan cakupan apa yang telah ditetapkan nas tanpa mengetahui ‘i/lah hukumnya,
sama halnya dengan menetapkan suatu hukum tanpa dalil, yang akhirnya justru
kontradiksi dengan syari’ah. (2) Pada dasanya dilarang melakukan perluasan cakupan
atas apa yang telah ditetapkan nas, tetapi, jika dimungkinkan bisa dilakukan, maka
boleh dilakukan sepanjang magdsid asy-syari’ah dapat diketahui.™

Ketiga, setiap persoalan syari’ah itu banyak tujuan. Asy-Sydri’ dalam
mensyari’atkan setiap perkara hukum ternyata di samping mempunyai tujuan esensial
(asliyyah), jJuga mempunyai banyak tujuan yang mengikutinya (tabi’ah), baik berkaitan
dengan masalah mii’amalah (al-‘adiyah) maupun masalah ibadah (al- ibadiyah).
Misalnya, tujuan esensial perkawinan adalah untuk melahirkan keturunan (at-tanasul)
yang baik, tetapi diikuti oleh banyak tujuan lain yang disebut dengan hikmah, di balik
perintah kawin, seperti dengan melaksanakan perkawinan dapat menentramkan jiwa,
dapat merasakan rasa kasih sayang dari isteri, dapat menjaga penglihatan mata, dan
kemaluannya lebih terpelihara. Pengetahuan mengenai jumlah tujuan syari’ah (magdsid
asy-syari’ah) dan tingkatan-tingkatannya yang terkandung dalam nas-nas ibadah dan
mit’amdlah memberi kemungkinan pada penetapan hukum berbagai hal yang berkaitan
dengan perintah atau larangan syari’ah. Dari sini, jelaslah bahwa setiap perintah atau
larangan syari’ah memiliki cakupan ‘/léh dan hikmah yang demikian luas bagi
kemaslahatan manusia.

Keempat, analisis terhadap sikap diam asy-Sydri’ dari pensyari’atan sesuatu. Cara
penetapan dan mengetahui magqasid asy-syari’ah yang keempat ini adalah analisis
terhadap dan melakukan pemahaman pada permasalahan-permasalahan yang tidak
disebutkan asy-Sydri’. Permasalahan hukum tersebut pada esensialnya sangat
berdampak positif dalam kehidupan. Menurut asy-Syatibi, sukiit asy-Sydri ‘an al-hukm
terdapat dua macam, yaitu diam karena tidak ada faktor yang mendorong asy-Syari’
untuk memberikan ketetapan hukum, dan asy-Sydri’ diam walaupun ada faktor yang

Bpid.,, h.276.
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mendorong untuk memberikan ketetapan hukum. Macam yang pertama, pada saat
seorang mujtahid mendeteksi mengapa asy-Sydri’ diam, tetapi pada beberapa rentang
waktu berikutnya sukit asy-Sydri’ itu dapat dirasakan oleh manusia bahwa yang
demikian itu ternyata membawa dampak positif. Misalnya, aplikasi hukum terhadap
permasalahan yang muncul terutama setelah Rasulullah wafat (632 H), seperti
pengkodifikasian al-Qur’an, pembukuan ilmu pengetahuan, jaminan pengupahan
pertukangan (tadmin as-sana’) dan lain sebagainya. Macam yang kedua, yaitu diam
walaupun ada faktor pendorong, sikap diam asy-Sydari’ ini perlu dipahami oleh mujtahid
dengan pendekatan tawaqquf tanpa melakukan penambahan atau pengurangan, dan apa
yang telah ditetapkan itulah sesungguhnya yang dikehendaki oleh asy-Sydri’. Misalnya,
tentang tradisi sujud syukur yang menurut mazhab Maliki tidak disyari’atkan oleh asy-
Syari’. Asy-Syatibi dalam hal ini menjelaskan bahwa tidak disyari’atkannya sujud
syukur ini, karena sujud itu tidak dilakukan oleh Nabi Muhammad Saw. pada masanya
di satu sisi, sedangkan di sisi lain faktor pendorong untuk melakukan sujud syukur
dalam kehidupan manusia terutama bagi mereka yang senantiasa rasa mesyukuri nikmat
yang diberikan Allah kepadanya tidak terpisahkan dari kehidupannya, kapan dan di
mana pun mereka berada. Dengan demikian, sikap diam dalam arti Nabi tidak
melakukan sujud syukur di masanya itu mengandung maqdsid asy-syari’ah bahwa
sujud syukur itu jelas tidak dianjurkan untuk melakukannya. Konsekuensi hukumnya
seperti ditegaskan oleh asy-Syatibi bahwa, dalam masalah ibadah yang jelas tidak
disyari’atkan, tidak boleh melakukan penambahan atau pengurangan, karena hal
demikian ini cendrung dianggap sebagai bid’ah. Sukiit asy-Syari’ yang disebutkan
terakhir ini tampak terlihat lebih jelas dan tegas bila dibandingkan dengan corak yang
pertama di atas. Sebab, dalam masalah ibadah ditegaskan bahwa setiap orang tidak
boleh menambah-nambah atau mengurangi, karena pola dan ketentuan ibadah telah
ditetapkan oleh syari’ah, dan tidak boleh melakukan penyimpangan dari pola dan
ketentuan tersebut. Berbeda halnya dengan masalah mii ’amdlah, sukut asy-Sydri’ itu
merupakan indikasi dibolehkan untuk dilakukan dan bahkan digali dari makna-makna
dan hikmah-hikmah yang dikandungnya. Al-Kailani menegaskan:
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Artinya: “Hukum asal dari ibadah adalah mengikuti apa adanya bukan

menggali dari makna-maknanya, dan hukum asal dari mii’amdlah adalah
menggali dari makna-maknanya”.

Keempat cara mengetahui dan menetapkan magdsid asy-syari’ah yang telah
dikembangkan oleh asy-Syatibi di atas, merupakan manifestasi dari pemahaman secara
implisit (al-isyarah) dan eksplisit (az-zahir) terhadap teks-teks al-Qur’an dan sunnah
sebagai sumber hukum Islam. Sebab, jika kedua sumber hukum itu dipahami hanya
secara eksplisit saja, maka dimungkinkan akan melahirkan kekakuan pemahaman, dan
dampaknya tidak mampu menjawab berbagai persoalan yang muncul dalam kehidupan
manusia, sekaligus juga mengurangi nilai arti diturunkan al-Qur’an dan diutusnya Nabi
Saw., sebagai rahmatan li al- ‘alamin. Oleh karena itu, pemahaman dengan pendekatan

16<Abd ar-Rahman Ibrahim al-Kailani, Qawd id al-Maqasid ‘Ind al-Imam asy-Syatibi ‘Aradan wa
Dirasah wa Tahlila (Damaskus: Dar al-Fikr, 1421 H/2000 M), h. 98. .
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gabungan secara implisit dan eksplisit dirasa cukup urgen untuk mempertahankan
identitas ajaran agama dan menjawab berbagai persoalan yang muncul akibat perubahan
paradigma berpikir, perubahan sosial dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.
Dinamika ini lebih tampak pada persoalan mii’'amdlah daripada masalah ibadah, karena
‘illah merupakan bagian dari magdsid asy-syari’ah yang sangat menentukan diketahui
ada dan tidaknya suatu hukum yang disyari’atkan.

Pembagian Magashid asy-syari’ah

Pada uraian di atas telah dijelaskan tentang substansi maqgéasid asy-syari’ah adalah
kemaslahatan. Kemaslahatan dalam pembebanan hukum Allah (at-taklif) dapat
berwujud dalam dua bentuk, yaitu kemasléhatan haqiqi (denotatif), dan majazi
(metaforis). Kemaslahatan dalam bentuk hagigi yaitu manfaat langsung dalam arti
kausalitas, sedangkan kemaslahatan dalam bentuk majazi adalah merupakan sebab yang
membawa kepada kemaslahatan.'’

Menurut asy-Syatibi, kemaslahatan itu dapat dilihat dari sudut pandang tujuan
asy-Syari’ (qasd asy-Sydri’) dan tujuan mukallaf (qasd al-mukallaf). Magasid asy-
syari’ah dalam arti qasd asy-Sydri’ mengandung empat aspek, yaitu: Tujuan awal dari
syari’ah adalah kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Syari’ah sebagai sesuatu
yang harus dipahami, Syari’ah sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan.

Tujuan syari’ah adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.®
Aspek pertama merupakan inti dari substansi magasid asy-syari’ah. Aspek kedua
berkaitan dengan dimensi linguistik agar syari’ah dapat dipahami sehingga dapat
dicapai kemaéslahatan yang dikandungnya. Aspek ketiga berkaitan dengan pelaksanaan
ketentuan-ketentuan syari’ah dalam rangka merealisir kemaslahatan. Aspek keempat
berkaitan dengan kepatuhan manusia sebagai mukallaf terhadap ketentuan-ketentuan
syari’ah, sehingga manusia terbebas dari kekangan hawa nafsu.

Secara substansial, aspek kedua, ketiga dan keempat pada dasarnya terlihat
sebagai penguat aspek pertama yang menjadi inti magasid asy-syari’ah. Aspek pertama
ini akan terwujud dengan melalui pelaksanaan taklif terhadap manusia sebagai aspek
ketiga. Taklif tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh manusia kecuali ia memiliki
pemahaman baik dimensi linguistik maupun substansi aturan syari’ah sebagai aspek
kedua. Pemahaman dan pelaksanaan taklif ini dapat membawa manusia berada di bawah
lindungan hukum Allah, yang terbebas dari kekangan hawa nafsu sebagai aspek
keempat.

Dalam pembagian magésid asy-syari’ah, para ulama ahli magasid membagi
maqasid asy-syari’ah dilihat dari berbagai segi. Muhammad Habib misalnya, membagi
maqgasid asy-syari’ah dilihat dari segi peringkat kebutuhan dan kekuatan (darajat fi al-
guwwah), dari segi masa ditetapkan (zaman at-tahaqq(q), dari segi asalnya (al-asalah),
dari segi target (al-gayah) dari segi umum dan khususnya (al- ‘umiim wa al-khusizs).*®
Tetapi dalam tulisan ini dibatasi pada pembagian yang dikemukakan oleh asy-Syatibi
dilihat dari segi peringkat kebutuhan dan kekuatannya dibedakan pada tiga skala
prioritas, yaitu magasid ad-daririyyah, maqasid al-iagjiyyah., dan magasid at-
tahsiniyyah.”

YHusein Hamid Hasan, Nazariyyah al-Maslahah f1 al-Figh al-Islami (Mesir: Dar an-Nahdah al-
‘Arabiyyah, 1971), h. 5.

8 Asy-Syatibi, al-Muwafagat, JId. ke 1, Juz ke 2, h. 2.

¥Muhammad Habib, Maqasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah Ta’silan wa Taf’ilan (Makkah: Rabitah
al-Alam al-Islami, 1427 H), h. 261-264.

P Asy-Syatibi, al-Muwafagat, JId. ke 1, Juz ke 2, h. 8.
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Pertama, dimaksudkan dengan makna maqgasid ad-dar(riyyah yaitu tujuan-tujuan
primer atau unsur-unsur pokok yang harus ada untuk kelancaran urusan agama dan
kehidupan, apabila unsur-unsur pokok itu tidak terpenuhi akan berakibat terancamnya
jalan kehidupan yang normal. Bahkan dapat merusak dan menghancurkan kehidupan
secara total. Kelak di akhirat akan kehilangan kebahagiaan, keselamatan, dan kembali
dalam keadaan rugi yang nyata.?! Peringkat pertama yang harus dipelihara dan menjadi
skala prioritas ini adalah lima aspek nilai universal, yaitu agama, jiwa, keturunan,
harta, dan akal.

Untuk memelihara dan menyelamatkan agama, Islam mewajibkan pokok-pokok
ibadah, seperti iman kepada Allah, mengucapkan dua kalimat syahadah, melaksanakan
salat, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadan dan haji ke baitullah bagi mereka
yang telah mampu, sekaligus melarang hal-hal yang merusaknya. Untuk memelihara
dan menyelamatkan jiwa, Islam mewajibkan memenuhi kebutuhan pokok berupa
sandang, pangan, dan papan dengan tidak berlebihan, sekaligus melarang hal-hal yang
mengancamnya, dan melaksanakan sanksi bagi orang yang melakukannya, seperti
melaksanakan hukuman gisas bagi orang yang membunuh dengan sengaja, diyat, dan
kafarat bagi orang yang membunuh karena kesalahan. Untuk memelihara dan
menyelamatkan keturunan, Islam mengatur perkawinan, dan melarang perzinahan. Untuk
memelihara dan menyelamatkan harta, Islam mensyari’atkan hukum-hukum mi’amdlah,
sekaligus melarang hal-hal yang akan merusaknya, seperti melarang pencurian dan
kemudian melaksanakan hukuman potong tangan bagi orang yang melakukannya.
Untuk memelihara dan menyelamatkan akal, Islam mewajibkan pendidikan bagi setiap
orang, dan melarang hal-hal yang dapat merusak akal, seperti mengkonsumsi minuman
beralkohol (syarib al-khamr).?? Semua ketentuan tersebut satu sama lain saling terkait
dan terintegrasi; Misalnya upaya memelihara, melindungi dan menyelamatkan agama,
hal ini berarti pula berupaya untuk memelihara, melindungi dan menyelamatkan jiwa,
keturunan, harta, dan akal.

Kedua, dimaksudkan dengan maqgasid al-iajiyyah., yaitu tujuan-tujuan sekunder
yang dibutuhkan manusia dalam hidupnya secara wajar untuk memberikan kelapangan
baginya, dan apabila tuntutan-tuntutan itu tidak dipenuhi maka tidak akan berakibat
menyulitkan dan menyusahkannya, dan juga tidak sampai pada tingkat kerusakan yang
fatal yang dapat menyentuh kemaslahatan umum (al-masalih al- ‘Gmmah).*Jadi, jika
hal-hal yang sekunder ini tidak dipenuhi disebabkan banyak faktor yang sulit untuk
diusahakan dan dipenuhinya, maka kehidupan manusia tidak akan fatal, hanya saja
terjadi kekurangsempurnaan, dan bahkan kesulitan-kesulitan. Misalnya, dalam bidang
ibadah, diberikan dispensasi (rukhsah) bagi yang mengalami kesulitan karena sakit, dan
dalam perjalanan bepergian. Dalam bidang tradisi, dibolehkan menikmati aneka macam
keindahan, asalkan halal, baik berupa makanan dan minuman (pangan), sandang, papan,
kendaraan, dan yang sejenisnya. Dalam bidang mii 'amalah, dibolehkan akad pinjam-
meminjam (al-girad), kerjasama bidang pertanian (al-musagah), dan jualbeli pesanan
dengan bayar di muka (as-salam). Dalam bidang jinayah, pelaku kejahatan yang
dihukumkan sebagai seorang yang hilang akal (al-laus wa at-tddmiyyah), mengangkat
sumpah (al-gasamah), membebankan ganti rugi (diyat) kepada keluarga terdakwa
(terhukum), dan sebagainya.?*

1bid., h. 4.

?2|_ihat, Muhammad Habib, Maqgasid asy-syari’ah, h. 268-269.
2 Asy-Syatibi, al-Muwafagat, JId. ke 1, Juz ke 2, h. 4.

# bid., h. 5.
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Ketiga, dimaksudkan dengan maqgasid at-tahsiniyyah, yaitu memenuhi kebutuhan-
kebutuhan yang dianggap wajar dan baik, serta menjauhi hal-hal yang tidak disukai akal
sehat. Peringkat ini terhimpun atau termasuk dalam bab akhlak yang mulia (makarim al-
akhlag).?® Definisi ini menunjukkan bahwa maqgasid at-tahsiniyyah kehadirannya itu
tidak menjadi suatu kemestian (dardri) dan kebutuhan yang mesti ada (al-Aajah),
kalaupun tidak dipenuhi tidak akan merusak dan mempersulit kehidupan. Karena
dimaksudkan dengan magqasid at-tahsiniyyah stresingnya pada estetika (at-tahsin),
keindahan (at-tazyin) dan etika (makarim al-akhlaqg).

Magqasid asy-Syari’ah sebagai Doktrin dan Metode ljtihad

Sebagai doktrin, magasid asy-syari’ah bertujuan untuk mencapai, menjamin, dan
melestarikan kemaslahatan bagi manusia, khususnya umat Islam. Karena itu,
dicanangkanlah tiga skala priotitas yang berbeda tetapi saling melengkapi, yaitu
maqasid ad-daroriyyah, maqgasid al-hajiyyah, dan magasid at-tahsiniyyah.Ketiga skala
prioritas ini substansi penjabarannya sebagaimana uraian di atas. Tetapi dalam
pengisian masing-masing dalam bentuk contoh dan pengembangannya dapat
disesuaikan dengan kondisi riel yang ada saat ini.

Sedangkan sebagai metode ijtihad, magasid asy-syari’ah dapat dijadikan sebagai
pisau analisis untuk membaca kenyataan yang ada yang terjadi di sekeliling kehidupan
manusia. Hanya secara teoritis, metode demikian ini disebut dengan ijtihad magqasidi.
Dimaksudkan dengan ijtihad magqasidi yaitu ungkapan tujuan dan pemeliharaannya
dalam melakukan istinbat hukum, dan tujuan yang dimaksudkan itu secara global dan
umum adalah untuk meralisir kemaslahatan dengan meraih kemanfaatan dan menolak
kemafsadatan.®  ljtihad magasidi ini merupakan bagian dari ijtihad al-kulli yang
sasaran pokoknya adalah menganalisis dalil-dalil universal (al-ijtzihad fi al-adillah al-
kulliyyah), di samping dalil-dalil pertikular (al-ijtikad fi al-adillah al-juz’iyyah)?’ dari
teks-teks al-Qur’an dan hadis. Kedua bentuk ijtihad ini dalam dataran praktisnya (al-
‘amaliyyah al-ijtihadiyyah) saling melengkapi dan menyempurnakan dari segi
penetapan hukum pada suatu masalah. Bahkan ijtihad hukum syar’y tidak dapat
dilaksanakan, melainkan, apabila ada yang menjadi obyek sasarannya itu merupakan
kolektivitas dalil syar’y yang bersifat partikular dan universal, sarih atau gair sarih,
zahir dan batin, karena bangunan hukum syar’y sebagai bangunan yang sempurna, dan
kesempurnaan itu tidak hanya dipahami satu partikular saja, melainkan dari semua
partikularnya, sekaligus juga dengan meneliti pada yang kulli-nya.

Kedua bentuk ijtihad di atas tegasnya bahwa al-ijtihad fi al-adillah al-kulliyyah
adalah penggalian makna-makna (at-ta '/il), hikmah-hikmah, dan tujuan-tujuan yang
universal dan umum yang dalam prosesnya memperlihatkan hal-hal yang berkaitan
mencakup substansi, kehujjahan, penerapan, kesejarahan, munasabah al-ayat,
konsensus ulama, proses analogi (al-giyas), al-wagqi’iyyah, keadaan-keadaan, dan lain-
lain. Semua itu dikembalikan pada universalitas dan implikasinya dalam istinbat al-
ahkam. Sedangkan al-ijzihad fi al-adillah al-juz iyyah dalam prosesnya memperlihatkan
hal-hal yang berkaitan dengan analisis kebahasaan (al-gawa'id al-lugawiyyah) dengan

2|pid.

®Nor ad-Din Mukhtar al-Khadimi, Kitdb al-Ummah, al-ljtihad al-Magqasidi Hujjiyatuh Dawabituh
Majjatuh (Qatar: Wizarah al-Augaf wa Syu’un al-Islamiyyah,1998), Juz ke 2, h. 19.

“’Nor ad-Din Mukhtar al-Khadimi, Abhds fi Magdsid asy-Syari’ah (Bairut: Mu’assasah al-Ma’arif,
1429 H/2008 M), h. 53.
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berbagai seginya, hubungannya dengan makna-makna, petunjuk-petunjuk, dan
cakupannya.

Dalam kaitan dengan ijtihad magasidi sebagai bagian dari al-ijtihad fi al-adillah
al-kulliyyah dalam proses istinbat al-ahkam terdapat hubungan yang erat dengan
deduktif analogis (ijtihad giyasi), bahkan hampir sama antara keduanya. Akan tetapi,
secara teoritis-aplikatif tidak sama, karena dimaksudkan dengan ijtihad giyasi, yaitu
ijtihdd untuk menggali dan menetapkan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak
ditemukan dalilnya secara tersurat dalam nas, baik secara pasti (gat’i) maupun tidak
pasti (zanni), juga tidak ada ijmak ulama yang telah menetapkan hukumnya. Ijtihad ini
dilakukan untuk menetapkan hukum suatu peristiwa dengan dikembalikan pada
peristiwa yang sudah ada ketetapan hukumnya, karena antara dua peristiwa itu terdapat
kesamaan ‘illah hukumnya. Demikian ini, mujtahid menetapkan hukum suatu peristiwa
berdasarkan pada peristiwa yang telah ada nas hukumnya. Jadi dalam praktiknya lebih
berorientasi pada penggalian makna-makna teks al-Qur’an dan hadis (“illah al-
mansosah). Sedangka ijtihad magqasidi lebih berorientasi pada penggalian makna-makna
teks al-Qur’an dan hadis, hikmah-hikmah, rahasia-rahasia, dan tujuan-tujuan syari’at,
baik secara tersurat maupun tersirat, atau dibalik teks (“illah al-mustanbatah).

Magqasid asy-Syari’ah dalam Tataran Aplikatif

Telah diketahui bahwa semua metode ijtihad pada dasarnya adalah bermuara pada
upaya penemuan maslahat dan dijadikannya sebagai instrumen untuk menetapkan
hukum yang secara kasuistik dan eksplisit tidak disebutkan dalam al-Qur’an dan sunnah
(hadis). Atas dasar asumsi ini dapat dikatakan bahwa setiap metode penetapan hukum
yang digunakan oleh para mujtahid bermuara pada magasid asy-syari’ah, Karena
maslahat itu sendiri sebagai inti dari magasid tersebut. Magasid asy-syari’ah sejak
sejarah awal kemunculannya hingga era modern ini telah mengalami perkembangan
yang cukup signifikan yang oleh para ahli metodologi hukum Islam, di satu sisi
diposisikan sebagai doktrin, sebagai metode ijtihad, dan di sisi lain diposisikan sebagai
dasar pertimbangan penetapan hukum. Bahkan sebagian ahli uso/ a/-figh di antaranya
‘Allal al-Fasi (w. 1972 M) memposisikan magasid asy-syari’ah sebagai salah satu dalil
pokok yang bersifat abadi dan tidak bisa dipisahkan dari sumber asasi hukum Islam.?
Dari sini terlihat bahwa magqasid asy-syari’ah ketika diposisikan sebagai doktrin, maka
sudah barang pasti ia mempunyai prinsip-prinsip dasar yang harus dipedomani oleh
setiap mujtahid dalam berijtihad untuk menetapkan hukum dari kasus-kasus hukum baru
yang dihadapinya. Demikian juga ketika diposisikan sebagai metode ijtihad, maka
maqasid asy-syari’ah harus memenuhi unsur-unsur (al-arkan) dan persyaratan-
persyaratan dalam penerapannya, sebagaimana metode-metode ijtihad yang lain seperti
qivas, istihsan, istislah dan sad az-zari’ah. Adapun langkah-langkah aplikasi dimaksud
antara lain:

Magasid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad dapat diterapkan dalam menganalisis
berbagai tujuan disyari’atkan hukum-hukum Allah di dalam ayat-ayat-Nya sehingga
dapat diketahui maksud dan tujuan ditetapkan hukum-hukum tersebut.

Magasid asy-syari’ah dapat diterapkan dalam upaya mencari, mengetahui dan
menemukan maslahat yang terkandung di dalam dan di balik teks-teks (an-nusus) al-
Qur’an dan hadis, karena setiap wahyu yang disyari’atkan Allah tidak terlepas dari
maksud dan tujuan yang dikehendaki-Nya. Pencarian maslahat pada teks-teks tersebut

213l al-Fasi, Magasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah wa Makarimuha (ar-Ribat: Dar al-Garb al-
Islami,1991), h. 55.
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dalam pemikiran ahli usu/ al-figh ada yang diketahui dengan jelas (as-sarih) dan ada
yang tidak jelas (gair as-sarih). Karena itu, para ahli usul al-figh menetapkan tiga
macam cara penentuan legalitas maslahat, yaitu maslahah al-mu’tabarah, maslahah al-
mulgah (gair mu tabarah), dan maslahah al-mursalah (lepas dari tunjukan teks secara
Khusus).

Magasid asy-syari’ah dapat diterapkan dalam upaya mencari dan menemukan
‘illah- ‘illah hukum (masalik al- ‘illah) yang terkandung di dalam dan di balik teks-teks
al-Qur’an dan hadis, dan bahkan di luar keduanya yang berupa prinsip-prinsip umum
yang dijadikan penetapan hukum di kalangan para ahli usil al-figh. Secara teoritis
dalam pemikiran wusu/ al-figh klasik, ‘llah itu dibedakan pada kategori ‘illah al-
mansosah, dan ‘illah al-mustanbatah. Dimaksudkan dengan ‘illah yang pertama, yaitu
‘illah yang disebutkan langsung oleh asy-Syari” dalam teks yang bersifat pasti (gat i),
sedangkan dimaksud dengan ‘i/lah yang kedua, yaitu ‘illah yang tidak disebutkan dalam
teks dan bersifat ‘agliyyah.?® Artinya, ‘illah yang tidak disebutkan sama sekali dalam
teks itu diketahui dan ditemukan hasil rasionalisasi dan penalaran akal secara ijtihadi.
Dalam pemikiran usul al-figh kontemporer, tampaknya term kategori ‘/lah masih
mengikuti konstruksi yang terdapat dalam pemikiran usul al-figh klasik. Hanya saja
jumlah macam dan termnya yang berbeda-beda. Misalnya, Muhammad al-Khudari Bik
(w. 1930 M) menyebutkan bahwa ‘i//ah dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu ‘illah
yang diakui oleh asy-Syari’ atas maksudnya, ‘illah yang menginformasikan kepada
maksud yang dikehendaki oleh asy-Syari’, dan ‘illah yang legalitasnya diakui oleh asy-
Syari’'dibenarkan atau tidaknya.** Muhammad Abii Zahrah menyebutkan tiga macam
‘illah dengan term, vyaitu al-mundasib al-mu’assir, al-munasib al-mula’im, dan al-
mundsib mursal®* Sedangkan ‘Abd al-Wahhab Khallaf (w. 1956 M) menambahkan
selain tiga term ‘illah tersebut dengan al-mundasibal-mulga, yaitu sifat yang tampak jelas
yang bisa dijadikan ‘/lah dalam merealisir kemaslahatan, tetapi asy-Syari’ menolak dan
membatalkan menetapan hukum yang disandarkan pada sifat ( ‘illah) tersebut.®?

Langkah-langkah yang mesti ditempuh secara kronologis oleh para ahli wusil al-
figh dalam mencari dan menemukan ‘illah hukum (masalik al-‘illah), seperti
dikemukakan oleh al-Gazali (w. 505 H) antara lain: Pertama, ‘i/lah langsung digali
(dicari) pada teks-teks al-Qur’an dan sunnah (dalil-dalil naqgliyyah) baik diperoleh
secara jelas (sarih), atau melalui indikasi (al-ima’), atau pun dengan melalui keterangan
(at-tanbih). Kedua, penemuan ‘illah dengan ijma’ yang keberadaannya mempunyai
implikasi pada penetapan hukum. Ketiga, menemukan ‘i/lah dengan jalan istinbat atau
istidlal. Cara yang ketiga ini ditempuhdengan melalui dua cara: (1) as-sabru wa at-
tagsim, yaitu memilah dan memilih dari sifat-sifat yang terdapat dalam pokok, mana

Taj ad-Din ‘Abd al-Wahhab ibn as-Subki, Matn Jam’ al-Jawami’ (Indonesia: Maktabah Thya’ al-
Kutub al-‘Arabiyyah, t.t), Juz ke 2, h. 245-253.

%0 Syaikh Muhammad al-Khudari Bik, Usiil al-Figh (Bairut: Dar al-Fikr, 1409 H/1988 M), h. 299.

3! Dimaksudkan dengan al-mundsib al-mu’assir yaitu sifat (‘illah) yang ditunjukkan langsung
oleh asy-Syari’ dalam nas dan menjadi dasar dalam pensyari’atan hukum. Sedangkan al-munasib al-
muld@’im yaitu sifat (‘illah) yang tidak disebutkan eksistensinya dalam nas pada suatu ketentuan
hukum yang dimaksudkan, tetapi disebutkan pada nas lain yang terdapat kesepadanannya. Adapun
dimaksud dengan al-munasib al-mursal yaitu sifat (‘illah) yang sama sekali tidak disebutkan oleh
asy-Syari’ di dalam nas, tetapi ia merupakan sesuatu yang pantas dijadikan sebagai ‘i/lah dalam upaya
mewujudkan kemaslahatan. Lihat, Muhammad Abu Zahrah, Usil al-Figh (Kairo: Dar al-Fikr al-
‘Arabi, 1377 H/1958 M), h. 241-243.

%2 < Abd al-Wahhab Khallaf, /lm Usil al-Figh (Mesir: ad-Dar al-Kuwaitiyyah, 1388 H/1964 M),
Cet. Ke 8, h. 75.
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yang lebih pantas menjadi ‘il/lah untuk hukum as/ dan kemudian diterapkan pada fir .
(2) al-mundasabah, yaitu mencari ‘illah yang relevan dalam konteks penetapan hukum.*
‘Illah yang relevan ini secara teknis, oleh al-Gazali dibedakan pula pada tiga macam,
yaitu mundsib al-mu’assir, munasib al-mula’im dan munasib al-garib.®* Dimaksudkan
dengan dua macam munasib pertama, pengertiannya adalah sama dengan yang telah
disebutkan di atas, sedangkan munasib yang disebutkan terakhir pada substansinya
sama dengan munasib mulga dalam term ‘Abd al-Wahhab Khallaf. Cara-cara penemuan
‘illah yang ditawarkan al-Gazali tersebut pada intinya adalah agar dalam pencarian
‘illah itu tidak salah menemukan dan menetapkan ‘i//ah itu sendiri. Oleh sebab itu, al-
Gazali dalam konteks mengijtihadkan ‘illah (al-ijtihad fi al- ‘ilal) sebagai pautan hukum
(manat al-hukm) yang menentukan ada dan tidaknya hukum membedakan pula dengan
tiga macam term, vaitu tahqiq al-mandt, tangih al-manat, dan takhrij al-manat.®®
Dimaksudkandengan tahqiq al-manat yaitu melakukan penelitian dan verifikasi pada
teks-teks al-Qur’an dan sunnah untuk memastikan ada dan tidaknya ‘illah pada asl,
kemudian ‘llah itu disesuaikan dengan ‘illah yang ada pada furo’. Sedangkan
dimaksudkan dengan tanqih al-manat yaitu proses identifikasi dan seleksi pada sifat-
sifat yang terdapat di dalam nas (asl) dan furo’, kemudian ditetapkan satu sifat yang
terdapat kesamaan untuk menjadi ‘il/lah hukum. Adapun dimaksudkan dengan takhrij
al-manat yaitu usaha menyatakan ‘i/lah dengan cara mengemukakan adanya kesesuaian
(al-mundasabah) sifat dan hukum yang beriringan serta terhindar dari sesuatu yang
mencacatkan.*®® Ketiga cara ini dilakukan dalam penggalian untuk menemukan ‘illak di
dalam nas, atau di luar nas yang substansinya adalah untuk memastikan, menentukan,
dan memilih sifat-sifat ‘llah yang paling relevan untuk dijadikan sebagai dasar
pensyari’atan hukum yang ada nas-nya.

Magqasid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad dapat diterapkan pada semua obyek
pembahasan hukum, tidak hanya terbatas dalam bidang mu’amalah saja, tetapi termasuk
juga dalam bidang ibadah dengan menetapkan ‘i/lah. Hal ini seperti tergambar dalam
terminologi magqasid asy-syari’ah yang dirumuskan oleh Ibn ‘Asyvr, yaitu makna-
makna dan hikmah-hikmah yang diperhatikan dan dipelihara oleh asy-Syari’ dalam
setiap bentuk penemuan hukumnya. Demikian ini tidak hanya berlaku pada jenis-jenis
hukum tertentu tetapi semua jenis hukum sehingga masuklah dalam cakupannya segala
sifat, tujuan umum dan makna syari’ah yang terkandung dalam hukum, serta masuk
pula di dalamnya makna-makna hukum yang tidak diperhatikan secara keseluruhan
tetapi dijaga dalam banyak bentuk hukum.®’ Dari terminologi ini memperlihatkan, ada
tujuan-tujuan akhir yang mesti direalisir dengan menerapkan syari’ah, yaitu: Pertama,
magqasid asy-syari’ah al-‘ammah, yakni mencakup keseluruhan aspek syari’ah. Kedua,
magqasid asy-syari’ah al-khassah yang dikhususkan pada satu bab dari bab-bab syari’ah
yang ada, seperti magqasid asy-syari’ah dalam bidang keluarga (al-‘a’ilah), bidang
menggunakan harta (tasarrufaf al-maliyah), bidang ekonomi (al-mu amalat), dan lain-
lain. Ketiga, magqasid asy-syari’ah al-juz’iyyah yang meliputi setiap hukum syara’ dari
segi ‘illah, hikmah, dan rahasia-rahasia hukumnya seperti kewajiban salat, larangan
berzina, dan sebagainya.

%% Al-Gazali, al-Mustasfa, h. 430-431..

*Ibid., h. 435-436.

*Ibid., h. 395-397.

%Lihat, al-Kafi as-Sabki, al-Ibhaj fi Syarh al-Minhgj .. (Bairut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1404
H/1984 M), Juz ke 3, h. 80-83.

Tbn < Asydr, Magasid asy-Syari’ah al-Islamiyyah, h. 49.
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Magasid asy-syari’ah yang disebutkan terakhir ini terutama aspek ibadah,
mayoritas ulama tidak membolehkan untuk mengembangkannya, karena hakikat
kemaslahatan (maqgasid asy-syari’ah) yang dikandungnya baik secara kualitas maupun
kuantitas, waktu, dan tempat hanyalah hak prerogatif asy-Syari’ yang mengetahuinya,
dan manusia (mujtahidin) hanya berkewajiban untuk menemukan, mengetahui dan
mengamalkan apa yang telah ditetapkan dan diperintahkan asy-Syari’. Mukhtar al-
Khadimi menegaskan bahwa ibadah tidak boleh dikerjakan kecuali sesuai dengan apa
yang diperintahkan asy-Syari’, dan apa yang diperintahkan kepada ‘abid itu telah
ditetapkan ketentuannya.®® Sedangkan untuk mengamalkan hal-hal yang berkaitan
dengan ibadah (al-‘amal at-ta’abbudi) seperti sarana pendamping yang dibutuhkan
untuk beribadah (al-wasa’il al-khadimah [i al-‘ibadah), maka problem solvingnya
dikembalikan kepada kaidah at-taisir (jalan kemudahan), misalnya al-gawa’id at-
taisiriyyah al-asliyyah, al-gawa’id at-taisiriyyah al- ‘a Zar,dan kaidah-kaidah yang lain.
Contoh kaidah ad-darvrah tubihu al-mahzorat, dan al-hajah tanzilu manzilah ad-
darorah.®® Jadi dalam bidang ibadah secara hakikat, manusia (mujtahid) tidak
mengetahui apa yang dikehendaki oleh asy-Syari’, tetapi secara teknis operasional
ijtihad, mujtahid boleh mengetahui dan mengembangkan dengan menetpkan ‘illah
sebagai solusi untuk menjawab kasus-kasus baru yang terjadi seperti ibadah haji dan
yang lainnya.

Magasid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad dapat diterapkan dan dikembangkan
dalam kaitan dengan metode ijtihad yang lain, seperti penalaran ta 'lili dan istisiahi. Dua
penalaran (metode) ini sangat erat hubungannya dengan magqasid asy-syari’ah, Karena
corak penalaran ta’lili mengambil bentuk giyas dan istihsan, sedangkan corak penalaran
istislahi mengambil bentuk maslahah al-mursalah dan sad az-Zari’ah. Secara
metodologis, hubungan erat yang cukup signifikan bahwa di satu sisi ‘illah hukum
merupakan bagian inti dari magasid asy-syari’ah, dan di sisi lain, ‘illah sebagai salah
satu syarat penerapan giyas. Di sinilah terjadi titik temu keduanya sebagai satu kesatuan
yang terintegrasi. Demikian juga dengan istihsan, ia harus selalu berorientasi pada
usaha untuk mewujudkan magasid asy-syari’ah yang berorientasi pada kemaslahatan
manusia (istihsan bi al-maslahah). Tidak terkecuali dengan metode maslahah al-
mursalah sebagai bagian dari penalaran istislahi sangat erat keterkaitannya dengan
maqasid asy-syari’ah, karena dalam tataran aplikasinya maslahah al-mursalah harus
sejalan dengan magasid asy-syari’ah, tidak kontradiksi dengan dalil yang gat’i, dalil
kulli, dan darori. Dan yang dimaksudkan di sini adalah ad-daroriyyah al-khamsah.
Sedangkan sad az-zari’ah sebagai metode juga sangat erat keterkaitannya dengan
maqasid asy-syari’ah, karena penekannya pada dampak dari perbuatan yang dilakukan
oleh mukallaf yang mengandung maslahat dan mafsadat. Artinya, jika suatu perbuatan
yang dilakukan mukallaf itu lebih besar mafsadatnya seperti mentasarrufkan harta yang
dimilikinya, maka harus dicegah dalam pelaksanaannya (sad az-zZari’ah), tetapi, jika
menguntungkan seperti harta (uang) itu digunakan untuk modal berdagang yang
dibenarkan agama, maka boleh dilakukan dan dikembangkan usaha dagang tersebut
(fath az-zari’ah). Oleh karena demikian, dalam tataran praktisnya magqasid asy-syari’ah
sebagai metode dapat dikembangkan untuk menjamah semua metode ijtihad dalam
upaya menemukan dan menerapkan ‘i/lah terhadap kasus-kasus hukum baru yang terus
terjadi.

%8 Mukhtar al-Khadimi, Abhas fi Maqasid asy-Syari’ah, h. 273.
¥Ibid., h. 246-247.
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Magasid asy-syari’ah sebagai metode sekalipun dapat menjamah semua metode
ijtihad yang telah ada, tetapi dalam penerapannya tidak sebebas-bebasnya tanpa batas.
Magasid asy-syari’ah sebagai metode ijtihad tidak dapat diterapkan dalam beberapa
persoalan, antara lain:(a) Dalam masalah akidah, misalnya, seorang muslim mengubah
keyakinannya dalam mengesakan Allah (Q.S. al-Ikhlas (112), ayat 1) dengan percaya
betul bahwa Allah salah satu dari yang tiga (Q.S. al-Maidah (5), ayat 73). (b) Dalam
masalah yang telah ditetapkan Allah (al-mugaddarat), misalnya, merubah salat jum’at
pada hari ahad, padahal Allah telah menetapkan pada hari jum’at (Q.S. al-Jumu’ah (62),
ayat 9), merubah jumlah reka’at salat lima waktu, dan ketetapan-ketetapan yang lainnya.
Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan tersebut di atas, dapat diambil beberapa
kesimpulan sebagai berikut:
Magasid asy-syari’ah dalam pembahasan metodologi pemahaman hukum Islam
dikonstruk oleh para pakar metodologi, di satu sisi sebagai doktrin, dan di sisi lain
sebagai metode ijtihad istinbat hukum.
Magasid asy-syari’ah sebagai obyek sasaran istinbat hukumnya adalah penggalian
makna-makna (ta 'lil al-ahkam), hikmah-hikmah, dan rahasia-rahasia hukum baik yang
tersurat maupun yang tersirat, atau dibalik teks.
Di era globalisasi dan digitalisasi iptek modern saat ini, para mujtahid dan/atau para -
mufti dalam meng-istinbat-kan hukum, hendaknya menjadikan magqasid asy-syari’ah
sebagai pisau analisis dan kata kunci dalam penetapan kasus-kasus hukum Islam
kontemporer, seperti standar pemberian nafkah isteri, standar minimal maskawin, dan
lain-lain..
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